
PERTAJ|GGTIITG.'AWABAIT PEIIII(SAI{AAI{ AIIGGARAX PEIIDAPATAIT
DAIT BEL,IINJA DAERAII TAHI'IY AIIGGARAI| 2019

WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAII I(OTA BATU
NOMOR T TAHUN 2O2O

TENTA.ITG

DEITGAN RAHI}IAT TIJIIAN YANG MAIIA F,SA

WA.LIKOTA BATU,

bahwa untuk meLaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubalt
beberapa kali, terakhir dengsr Undang-Undang Nomor 9
?ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daemh Kota Batu
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945;

Undang- Undang Nomor ll Tahun 2O01 tentang
Pembentukan Kota Batu (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahart
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik
Indonesia TaIun 2003 Nomor 47, Tambahan
L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2oo4 Nomor 5, Tambahar
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengetotaan dar} Tanggung Jawab
Keuangar , Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
I€mberan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 lentalrg
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan lcmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentarg

Perimbangan Keuangan antara Pemerintai Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Icmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahaa I€mbarar Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Talun 2019

tentang Perubahar atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratura!
Perundang-Undan gan ll-embarcr: Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahar Daerah (Irmbarart Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimala telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Iembarar Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentalrg
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);
12, Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepa.la Daerah (tembaran Negara RepubLik
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
l€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Iembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahar lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistem Informasi Keuangan Daeral
(Icmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diuba-h

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubaha.n atas Peraturan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l1O,

Tambahan kmbaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 5155);

15. Peratumn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinela lnstansi
Pemerintah (Lemba-ran Negara Republi.k Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan I-€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentan9
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (L€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, teralchir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 20i8 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantua.n

Keuargan Kepada Partai Politik (l,embaran Ne8ara

Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 195,

Tambahal kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5351);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standa-r Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 fe']ta,rg
Hibah kepada Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor 5, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Nega-ra/Daerah
(l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan kmbarar Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017

Nomor 106, Tambahan Lmbaran Negala Republik
Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemeiirtah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Petayanan Minimal (I€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLa Nomor 2,

Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 248,

Tambahan l,€mbalart Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daeral (If,mbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambalan l€mba-ran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimara telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2l Tahun 2Ol1 tentang Perubalan Kedua

atas Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuargan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedomar Pemberiar Hibah dar
Bantuar Sosial yang Bersumber da-ri Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, tera-khir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
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tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedomar Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam NeBeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mented Dalam Negeri Nomor l2O "fahur, 2018
tentang Perubahar atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 20l5 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun
2Ol7 tentang Pedoman Evaluasi Rancargan

Peraturan Daerah tentang Pertanggundawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggundawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belartja
Daerah;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50 /PMK.O7 /2017 tentarB Pengelolaar Transfer ke

Daerah dan Dana Desa sebagaimara telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 121/PMK.O7 /2014 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07l2017 Petgelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

2017 ter,tarlg Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah, seita Pelal<sanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun

2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalarn Anggaran Pendapatan dar
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajual,
Penyaluran, dal Laporan Pertanggun$awaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun

2018 tentang Pedomar Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun Anggaran

2019:'
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34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran

Daerah Kota Batu TaIun 2009 Nomor 1/B);

35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(l€mbaran Daerah Kota Batu Tahun 201O Nomor

1/C) sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor

8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah (l€mbaran Daerah Kota Batu
Tahun 2020 Nomor 6/C);

36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2O10

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (L€mbaran

Daerah Kota Batu Tahun 2O1O Nomor 2/C);
37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2Ol0

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (l-embaral

Daerah Kota Batu Tahun 2O1O Nomor 5/C)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun

2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (L€mbaran

Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 5/C);

38- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010

tentan8 Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan (lembaran Daerah Kota Batu Tahun

2010 Nomor 6/C);
39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011

tentang lzin Trayek (Irmbarar Daerah Kota Batu

Tahun 2O1 I Nomor 1/E);

40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011

tentang Izin Mendirikan Bangunar;
41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan DaeraI
(kmba-ran Daerah Kota Batu Tahun 201 I Nomor

2l e);
42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran

Daerah Kot€. Batu Tahun 20l2 Nomor l/C;
43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2Ol2

tentang Rencana Pembangunan Jangka Parjang

Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Iembarart

Daerah Kota Batu Tahun 2O12 Nomor 1/E);
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44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1O Talun 2012

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu
kepada PT Balk Jawa Timur (lembaran Daerah

Kota Batu Talun 2012 Nomor 4/A);
45. Peraturan DaeraI Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (L€mbaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5/D);
46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016

tentang Perseroan Terbatas Batu Wisota Resource

(L€mbaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor

6lBl;
47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan

Terbatas Batu wisata Resource (Lembaran Daerah

Kota Batu Tahun 2016 Nomor 7/A);
48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Ralq/at Daerah

(L€mbaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor

r/^l;
49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2Ol7 2022 (Iembaran Daerah Kota

Batu Tahun 2018 Nomor 3/D);
50. Peraturan Daera} Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Among Tirto Kota Batu (l€mba-ran Daerah Kota Batu

Tahun 2018 Nomor 71lD);
51. Peraturar Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu
(l€mbarar Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor

elA,l;
52, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pajak Daerah (l€mbaran Daerah Kota Batu

Tahun 2019 Nomor 7/B);
53. Peraturan Daeral Kota Batu Nomor 8 Tahun 2019

tentang AngSaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggara, 2020 (L€mbaran DaeraI Kota Batu

Tahun 2019 Nomor 8/A);
54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Penyelenggaraar Parkir di Tepi Jalan Umum
(Irmbaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor

3 /El;
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Menetapkan

DongaD PeEctujuan Bersame
DEWA.IT PERWAXILAN RAI(YAT DAERAII KOTA BATU

dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSNAN!

Paral I

Pertanggungawabar pelaksanaan Angga-ran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa
Laporan Keuangan memuat:
a. Ia.poran Realisasi AngSaran;
b. lApran Perubahan Saldo Arggarar l.€bih;
c. Iaporan Operasional;
d. Iaporan Perubahar Ekuitas;
e. Neraca;
I l,aporan Arus Kas; dart
g. Catatan atas l,aporan Keuangal.

Pas.l2

Pasal 3

Uraiar laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

{1) Selisih anggaraf. pendapatan dengan realisasi
pendapatan sejumlah Rp 3.463.240.7 67,50 dengan
rincian sebagai berikut:

Hal@o 8 dari 13 hlE.

PERATI'RAIT DAERAH TENTAITG
PERTA.ITGGUITG'AWABAN PELAKSAITAA.IT AITGG}ARAIT

PEITDAPATAIT DAIT BEUII{.IA DAERAH TAIII'I
AIICTGARAIT 2019.

Laporan Realisasi Anggatan PeDdaqtan dan Belaaja
Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dima-ksud dalam Pasal t huruf a sebagai
berikut:
a. Pendapatan Rp989.38a.252.988,50
b. Belanja Rp8aa.293.362.893,99
c. Traasfer Rp 102.664.709.392.00

Surplus Rp 42.426.18O.702,51
d. Pembiayaan

- Penerimaan Rp271.761.2O2.385,26
- Pengeluaral Rp 3.5OO.OO0.OO0,00

Pembiayaannef,to Ro26A.261.2O2.345-26
Sisa lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Rp310.687.383.087,77



a. Anggarar Pendapatan
setelah Perubahan Rp992.8a7.a93.756,00
Realisasi Rp989.384.252.98850
Selisih Kurang Rp (3.463.240.767,50)

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja
sejumla} Rp314.150.631.916,27 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja dan Transfer

setelahPerubahan R91.261.1OA.7O4.2O2,26
b. Realisasi Rp 946.958.072.285.99

SelisihKurang Rp(314.150.631.916,27)
(3) Selisih anggaran surplus/defisit dengaa realisasi

surplus/defisit selisih lebih sejumlai
Rp 225.835.029.7 43,75 d.engan rincian sebagai
berikut:
a. Anggaran Defisit setelah

Perubahan (Rp268.261.21,O.446,26)
b. Reallsasi R 42.426.14O.7

Selisih l.ebih Rp225.a35.O29 .7 43,7 5
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaar

pembiayaan sejumtah Rp 8.061,00 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelahperubahan Rp271.761.21O.446,26
b. Realisasi Ro27 I .7 61.202.385,26

Selisih Kurang Rp (8.061,00)
(5) Selisih anq4.arar^ dengan realisasi pengeluaran

pembiayaan sejumlah Rp 0,0O dengan rincian
sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 3.500.000.000,00
b. Realisasi 0.000.0

Selisih
(6) Selisih anggaran dengal realisasi pembiayaan nerro

sejumlah Rp 8.061,00 dengan rincian sebagai

berikut:
a. Anggaran pembiayaan netto

setelahperubahan Rp268.261.210.446,26
b. Reatisasi Rp26a.26t .2O2.3a5.26

SeLisih Kurang Rp (8.061,00)

Pacal 4

l,aporar Perubahan Saldo Anggaran Lebih s€bagaimana
dimal<sud dalam Pasal t huruf b sebagai berikut:
Saldo Anggaran
lrbih Awa.l RP271.761.21O.446,26

Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan
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Rp8,061,00

SaldoAnggaranLebihAkhir Rp31O.687.383.O87,77

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimalsud dalam
Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2019:
a. Pendapatan Rp97 4 -331.521.67 4,lO
b. Beban Rp904.193.883.913.70
c. Surplus dari Operasi Rp 70.137.637.76O,4O
d. Surptus (Defisit) dari Kegiatan

Non Operasional RpO,OO

e. Surplus Sebelum Pos

Luar Biasa Rp 70.137 .637.760,40
t (Defisit) dari Pos Luar

Biasa {Rp 1.659.695.798.00)
g. Surplus LO Rp68.477.941.962,4O

Pasal 6

l,aporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud
da.lam Pasal t huruf d untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tahun Berjalan
Sub Total

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan
Anggaran

Sub Total
Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya

Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan
Ekuitas Dana

Ro27 I .761.2O2.385.26
Rp8.061,00

Rp1.898.383.863. 148,51

Rp 68.477.941.962,4O
Rp 34 .634 .365 .O92 ,15

R 2 001 .4

Rp2.O09.936. 155.097,24

Ekuitas Awal

Surplus -LO

Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
Ekuitas Akhir Rp2.001.496. 170.203,06

Pacal 7

Neraca sebagaimana dimaksud da.lamPasal I huruf e per

3I Desember 2019 sebagai berikut:
JumtaI Aset Rp2.009.936.1 55.097,24
Jumtah Kewajiban Rp 8.439.984.894,18
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Pasal 8

Laporan Arus l(as sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf f untuk tahun yalg berakhir sampai

dengal 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Operasi Rp185.a98.325 567,25
Arus Kas Bersih da,ri Aktivitas
Investasi (Rp146.572.14a.46a,7a)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan Rp 0,0O

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
0.00Transitoris

Kenaikan Bersih
Rp

Kas Selarna Periode Rp 3a.926.18O.7O2,51
Saldo Kas 1 Jaauari 2019 Rp 27 1.7612O238L25
Saldo Akhir Kas per

31 Desember 2019

Pasal 9

Catatan atas l,aporan Keua]rgan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat
informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos

Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertarggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggajarl 2019 sebagaimana

dimal<sud da.lam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturar Daerah ini, terdiri dan:
A. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri

dari:
- l,ampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan
pemerintaLran daerah dan organisasi;

- kmpiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahar
daerah, organisasi, pendapatan,
bela]lja, darl pembiayaan;

- Larnplran I-3 :Rekapitulasi Rea.lisasi Anggaran
Belanja Daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
prcgram, dan kegiatan; dan

Rp 310.68 7 .343 .Oa7 .77
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- Lampiran I.4

B. ta.mpiran II

C. L€mpiran .lll
D. Lampiran IV
E. tampirar V
F. Lampiran Vl
O. tmpiran VII
H. tampiran Vlll
l. lampiran IX

J. Lampiran X

K. Lampiran Xl

L. t ampiran XII

M. Lampiran XIII :

N. Iampiran XIV :

O. tampiran XV :

P. Lampim.rr XVI :

Q. Lampiran XVU :

R. l,ampiran XVIII:
S. Lampiran XIX :

Rekapitulasi Realisasi Anggaran

Belanja Daerah untuk kesela-rasan
dan keterpaduan urllsan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan

keuangan daerah.
l,aporar Perubahan Saldo Anggaran
L€bih;
laporan Operasional;
t^aporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuarl8an:
DaJtar Rekapitu lasi Piutan8 Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih ;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penlsihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (investasi)

Daera.Lr;

Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahal dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstuksi
Dalam Pekedaan;
Daftar Rekapitulasi Aset tainnya;
Da-ftaj Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek:

Daftar Kewajibar Jangka Parja.ng;

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran brikutnya;
Ikhtisar l,aporan Keuangar Badan

Usaha Milik Daerah / Perusahaan
Daerah; dan

T. Lampiran XX

U. Lampimr
lainnya Ikhtisar Laporan Keuangan Desa

Pasal 1 1

walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggung,awaban Pelaksanaan AnBgaran

PeDdapatan d,an Belanja Daerah Tahun AngaJran 2019
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019.

Hal@an 12 d&i 13 hlm.



Paeal 12

Peraturan Daerah ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturar Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal ?l 4ul+vf 2O2O

trIALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal zl tu
SEKRETARIS DAERAH

EFFISIENSI

rlo t 2o2o
KOTA BATU,

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2O2O NOMOR
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR

+/4
t?+' + f zoz-o

HalM 13 ddi 13 hln.


